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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA

Menimbang

Mengingat

PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa
di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah yang dapat
menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu, proses pengadaan yang sederhana, cepat, dan
fleksibel, serta mampu menyesuaikan dengan ekosistem
bisnis untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah perlu dilakukan pengaturan

khusus yang menjadi landasan hukum bagi pengadaan
barang dan/atau jasa BLUD;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa
pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dengan sumber
dana dan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja
sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD
yang sah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang
dan/atau jasa pemerintah dan diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau
Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomr 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

|
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Lampung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Lampung.

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan
serta paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.
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Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada yang selanjutnya di
singkat RSUD Bandar Negara Husada adalah Rumah Sakit Umum Daerah

yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD).

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

gimimpin BLUD adalah Kepala pada unit kerja yang menerapkan PPK-
UD.

Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan Praktik Bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran pada Perangkat Daerah
Provinsi Lampung.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
perangkat daerah Provinsi Lampung.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar
Negara Husada Provinsi Lampung.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah
pejabat pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada
Provinsi Lampung yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD
untuk mengelola pemilihan penyedia.

Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut PP adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Sertifikat Kompetensi adalah tanda atau bukti keterangan tertulis dari
proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis
sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang dilakukan
secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan
sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Sertifikat Kompetensi PPK adalah tanda atau bukti keterangan tertulis
dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi
teknis sebagai PPK yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui
uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan.

Pengadaan barang dan/atau jasa melalui Swakelola yang selanjutnya
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang
dikerjakan sendiri oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara
Husada Provinsi Lampung.
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Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
kontrak.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara swakelola.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan dalam metodologi suatu sistem khusus, tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk rnenyelesaikan suatu Pekerjaan.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing

adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
atau toko daring.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.

Pengadaan langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

Pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah rnetode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

Dokumen Pemilihan adalah dokurnen yang ditetapkan oleh Pokja
Pemilihan /Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan
Penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau
pelaksana Swakelola.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa
di seluruh Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah dalam jangka waktu
tertentu.



36. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan
Barang/Jasa yang menggabungkan kebutuhan Barang/Jasa untuk
mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

37. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem
informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

38. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan
untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis
tidak hanya untuk RSUD BNH sebagai penggunanya tetapi juga untuk
masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

39. Pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia adalah daftar yang

digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian Kinerja
Penyedia.

40. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UL-PBJ
adalah unit Kkerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

41. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia
Barang/Jasa.

Pasal 2
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi
terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang;
a. Pengadaan barang dan/ atau jasa;
b. Tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan/atau jasa;
c. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
d. Pelaku/pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa;
e. Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa melalui Swakelola; dan
f. Pengawasan dan Pembinaan.

BAB II
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 4
(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
(2) Pengadaan barang dan/atau jasa meliputi:
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa lainnya.
(3) Pengadaan Barang dan/atau jasa dilaksana kan dengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia;
c. Pembelian langsung;
d. Penunjukan langsung;
e. E-Katalog.



(4) (I;engadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD BNH yang bersumber
ari:

a. Jasa layananan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang
dan/atau jasa pemerintah.

(S) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jenjang nilai
dan tata cara pengadaan barang dan/atau jasa di luar dari ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai barang dan/atau jasa pemerintah.

BAB III
TUJUAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN [ATAU JASA

Pasal 5
(1) Tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk:
a. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih
murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat serta mudah

menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelayanan BLUD;

b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang tepat dari setiap uang yang
dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi,
dan penyedia;

meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
meningkatkan peran Pelaku Usaha Nasional:

mendorong pengadaan berkelanjutan;

I -V

mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil
penelitian;

g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan
kesempatan berusaha; dan

h. meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLUD.

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa menerapkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

(3) Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, Kkelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan
Barang/Jasa,;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi
yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;



(1)

(3)

(4)

-8-

e. menghinda_t?i dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara;

R

menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja
dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan

i. penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud

pada e diatur pada Pereturan Direktur.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 6
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil
Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di
lingkungan BLUD.

Pemahaman di bidang Pangadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) dibuktikan dengan:

a. Sertifikat Kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa;

b. Sertifikat Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; atau

c. Pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Sertifikat sebagai manan dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh
Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan
yang menangani Sertifikat Profesi.

Pemimpin BLUD membentuk Unit yang memiliki tugas menyelenggarakan
dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD.

BABV
PELAKU/PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7
Pelaku /Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa terdiri atas:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;

d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja Pemilihan;

f. Agen Pengadaan,;

g. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.



Bagian Kedua
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran
Paragraf 1
Pengguna Anggaran
Pasal 8

Tugas dan Kewenangan Pelaku Pengadaan sebagai berikut:
(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan
kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

menetapkan PPK;

menetapkan PPTK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

menetapkan tim teknis;

. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/
Kontes;

n. menyatakan Tender gagal seleksi; dan

o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah); atau

2) Seleksi/Penrtnjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Angga.ran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada KPA.

= - R I

Paragraf 2
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 9
(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Daerah atas usulan SKPD.
(4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan/atau
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan.
(5) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan,
Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
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Bagian Ketiga
Bentuk Kontrak

Pasal 10

Bentuk kontrak terdiri atas:

°opo o

(1)

(2)

(3)

(2)

bukti pembelian/pembayaran;
kuitansi;

surat perintah kerja;

surat perjanjian; dan

surat pesanan.

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 11
Metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
terdiri atas:
a. E-Purchasing;
b. Pengadaan Langsung;
c. Penunjukan Langsung;
d. Tender Cepat; dan
e. Tender.

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

c. Penunjukan Langsung.

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dapat menggunakan selain metode
pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik
pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Bagian Kelima
Jenjang Nilai

Pasal 12
Jenjang nilai pada metode pemilihan untuk masing-masing BLUD
ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD.

Penentuan jenjang nilai pada Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil

kajian yang disusun oleh masing-masing BLUD dan ditetapkan dengan
peraturan pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pemilihan dan Kontrak) di BLUD

dapat dilaksanakan secara elektronik.

(2) BLUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi

Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menyampaikan data kontrak
dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
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BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
MELALUI SWAKELOLA

Pasal 14
(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PA/KPA dapat mengunakan pegawai Perangkat Daerah lain dan/atau
tenaga ahli; dan

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen)
dari jumlah tim pelaksana.

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PA/KPA dapat mengunakan kesepakatan kerja sama dengan Perangkat
Daerah lain pelaksana swakelola; dan

b. PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan
pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan
pimpinan Kelompok Masyarakat.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15
(1) Satuan Pengawasan Internal melakukan pengawasan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan
whistleblowing system.

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan, persiapan
pengadaan, perisiapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

(4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
(1) Peraturan Pemimpin BLUD disusun berdasarkan kajian internal BLUD
minimal memuat:
a. Latar belakang;
b. Dasar hukum;

c. Pembahasan; dan
d. Kesimpulan.

(2) Pembahasan pada kajian sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c memuat
substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan
pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria penunjukan
langsung pada Pengadaan Barang/Jasa.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kontrak yang telah
ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya, dinyatakan tetap
berlaku.

(2) Peraturan Pemimpin BLUD yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 - 12 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17-12 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd
MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 44

2\, \ ¥ g’sﬁfzﬁﬁ, SH. MM
JEN%, Pembiiid Utama Muda
SUUNIPAD710629 199703 1001




